
 

 
 
 

 
 BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA 
NOMOR 28 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan dan 

percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan 
pelayanan publik serta menjadikan Birokrasi yang lebih 

dinamis, agile, dan professional, perlu melakukan 
penyesuaian dan penataan kembali terhadap kedudukan, 
tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 
Maluku Barat Daya; 

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk 
melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Maluku Barat Daya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
4877);  

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



 
 

 

 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Peyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Mayarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1539); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

546); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 
Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 181); 

12. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku 
Barat Daya Tahun 2022 Nomor 1). 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 



 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaMaluku. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah Bupati dan 
Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Barat Daya. 
5. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat 

Daya sebagai Daerah Otonom. 
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. 
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku 

Barat Daya. 
9. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Maluku Barat 

Daya. 
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu. 

11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Maluku Barat Daya. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam 
negeri. 

13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam 
struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 
14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka 

memimpin suatu satuan organisasi Negara. 
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.  
16. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan 

keterampilannya. 
 

 
 

 
 
 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 
Paragraf 1 

Kedudukan 
 

Pasal 2 

  
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenang Daerah Kabupaten Maluku 

Barat Daya. 
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 
 



 
 

 

Paragraf 2 
Tugas dan Fungsi 

 
 Pasal 3 

 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman 
dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum 

dan sub urusan kebakaran; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum 
dan sub urusan kebakaran; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban 

umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan 
ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 

d. pembinaan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum 

dan sub urusan kebakaran; 
e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; 
f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 

 
Paragraf 3 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 4 

 
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 

terdiri atas : 
a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.  

  c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya 
Aparatur, membawahkan : 

1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan; 
2. Seksi Penyuluhan, Penyelidikan dan Penyidikan; dan 

3. Sub koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Aparatur 
Perlindungan Masyarakat; 

d. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan : 

1. Seksi Pemadam Kebakaran; 
2. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;  

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB III 
TATA KERJA 

 
Pasal 5 

 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala 

Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, 



 
 

 

transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan 
horisontal.  

(2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 
wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 
(3) Pelaksanaan Sistem Kerja mengikuti Keputusan Bupati tentang Sistem Kerja. 

 
 

Pasal 6 
 
(1) Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui 
Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai 

bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Bupati. 
(2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan 
dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah. 

 

Pasal 7 
 

(1) Setiap bawahan di lingkungan Satuan wajib bertanggung jawab kepada atasan 
yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa 

tanggung jawab. 
(2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang 

berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai 

Peraturan Perundang-undangan. 
 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  

 
Pasal 8 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai 
bidang keahlian dan keterampilannya yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

sesuai kebutuhan yang didasari atas analis jabatan  dan beban kerja. 
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. 
(4) Pejabat Fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak 

dilakukan pelantikan. 
 

BAB V 
 

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN  

PERANGKAT DAERAH 
 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

 
Pasal 9 

 

(1) Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi 
persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 

kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan. 
(3) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, 

jabatan administrator, jabatan pengawas dan kelompok jabatan fungsional 



 
 

 

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Bagian Kedua  

Jabatan Perangkat Daerah 

 
Pasal 10 

 
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan 

pimpinan tinggi pratama. 
(2) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan 

jabatan struktural eselon II.a 

(3) dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan 
administrator. 

(4) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon 
IV.a atau jabatan pengawas. 

(5) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama merupakan jabatan fungsional 
dengan pangkat dan golongan masing-masing Pembina Utama Madya, 
golongan ruang IV.d, dan Pembina Utama, golongan ruang IV.e. 

(6) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya merupakan jabatan fungsional 
dengan pangkat dan golongan masing-masing Pembina, golongan ruang 

IV.a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.b dan Pembina Utama Muda, 
golongan ruang IV.c. 

(7) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda merupakan jabatan fungsional 
dengan pangkat dan golongan masing-masing Penata, golongan ruang III.c 
dan Penata Tingkat I, golongan ruang III.d 

(8) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, merupakan jabatan fungsional 
dengan pangkat dan golongan masing-masing Penata Muda, golongan ruang 

III.a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b. 
(9) Jabatan Fungsional jenjang Penyelia, merupakan jabatan fungsional dengan 

pangkat dan golongan masing-masing Penata, golongan ruang III.c dan 
Penata Tingkat I, golongan ruang III.d. 

(10) Jabatan Fungsional jenjang Mahir, merupakan jabatan fungsional dengan 

pangkat dan golongan masing-masing Penata Muda, golongan ruang III.a 
dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b. 

(11) Jabatan Fungsional jenjang Terampil, merupakan jabatan fungsional 
dengan pangkat dan golongan masing-masing Pengatur, golongan ruang II.c 

dan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II.d. 
(12) Jabatan Fungsional jenjang Pemula, merupakan jabatan fungsional dengan 

pangkat dan golongan masing-masing Pengatur Muda, golongan ruang II.a 

dan Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II.b. 
 

BAB VI 
         PEMBIAYAAN 

 

Pasal 11 
 

Segala pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan sumber lain yang sah. 

 
BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

      Pasal 12 
 

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati tersendiri. 
 
 

 
 

 



 
 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 
 

Dengan diberlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 
Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 14 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. 
 

 Ditetapkan di Tiakur 
pada tanggal,  28 Februari  2023 

BUPATI MALUKU BARAT DAYA, 
 

ttd 
 
BENYAMIN THOMAS NOACH 

Diundangkan di Tiakur 
pada tanggal,   28 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, 
 
 

ttd 
 

 
OBED HANOCH YESAYAS KUARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 
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LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  

NOMOR : 28 
TANGGAL  : 28 Februari  2023 

TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 
KEBAKARAN KABUPATEN MALUKU BARAT 

DAYA 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 

PEMADAM KEBAKARAN 
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 
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